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ABSTRAK 

 Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka 

memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, 

termasuk dalam perdagangan internasional, kemudian muncullah L/C dalam 

perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah. 

Maka dari itu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengeluarkan fatwa tentang Letter of credit impor dan ekspor syariah dengan 

Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 dan Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 pada  tanggal 

14 September 2002. Tetapi muncul suatu pertanyaan, apakah akad-akad tersebut 

telah sesuai dengan esensi dari letter of credit (L/C) yang sesungguhnya. 

Mengingat (L/C) merupakan produk jasa bank, dimana bank hanya akan 

mendapatkan fee dari jasa yang diberikan. Tetapi dalam proses penyelesaian, 

produk ini juga bisa beralih menjadi kredit biasa, dimana bank tidak mendapatkan 

fee tetapi bank mendapatkan profit margin dari transaksi yang dilakukan. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-

bentuk akad dalam Fatwa DSN-MUI  Letter of Credit Ekspor dan Impor Syariah 

dan apakah akad-akad Fatwa DSN-MUI sesuai dengan esensi terbentuknya Letter 

of Credit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-

bentuk akad dalam Fatwa DSN-MUI Letter of Credit Ekspor dan Impor Syariah 

dan untuk mengetahui apakah akad-akad Fatwa DSN-MUI sesuai dengan esensi 

terbentuknya Letter of Credit. 

 Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan, sifat penelitian ini 

bersifat deskriftif analisis dengan menggunakan  suatu pendekatan yang bersifat 

Content Analysis atau analisis isi yaitu teknik sistematik untuk menganalisis isi 

pesan dan mengolah pesan. Data primer diperoleh dari salinan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tenteng Letter of Credit, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Letter of 

Credit. Data yang diperoleh untuk selanjutnya diseleksi, klasifikasi, serta disusun 

untuk memudahkan menganalisis. Analisis data secara kuantitatif dan 

menggunakan metode berfikir deduktif. 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa akad Letter of 

Credit yang ada di Fatwa DSN-MUI yaitu, L/C Impor syariah dengan pelaksanaan 

akad Wakalah Bil Ujrah, Qardh, Murbabah,  Salam/Istishna, ’Mudharabah, 

Musyarakah dan Hawalah, dan akad L/C Ekspor syariah dengan pelaksanaan 

akad Wakalah Bil ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarukah, dan Al-Bai sebagai 

pelayanaan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli perdagangan 

internasional dan dilihat dari proses terjadinya L/C sendiri, maka akad Wakalah bi 

al-ujrah dan Murabahah lebih sesuai dengan esensi dari terbentuknya Letter of 

Credit. tetapi walaupun demikian akad-akad L/C impor syariah dan L/C ekspor 

syariah  yang difatwakan oleh DSN-MUI menunjukkan bahwa dengan adanya 

akad-akad tersebut bank syariah dapat memberikan lebih banyak opsi kepada 

nasabah karena dengan baragamnya akad dalam penerbitan Letter of Credit 
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nasabah bisa memilih akad yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi 

ekspor-impor dengan perantara bank syariah sebagai pembuka Letter of Credit.    

  



 
 

5 
 

 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS SYARIAH 

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721) 703260 

 

PERSETUJUAN  

 

Nama Mahasiswa :  Nurhalimah 

NPM   : 1321030092 

Jurusan  : Muamalah 

Fakultas   : Syariah 

Judul Skripsi :  LETTER OF CREDIT DALAM PRODUK BANK 

SYARIAH (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of 

Credit Impor dan Ekspor Syariah) 

 

MENYETUJUI 

 

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas 

Syariah IAIN Raden Intan Lampung   

 

Menyetujui 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Drs. Henry Iwansyah, M.A.    Khoiruddin, M.S.I  

NIP. 195812071987031003   

 NIP.197807252009121002 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Muamalah 

 



 
 

6 
 

 
 

 

H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. 

NIP. 197208262003121002 

KEMENTERIAN AGAMA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS SYARIAH 

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721) 703260 

 

PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan Judul LETTER OF CREDIT DALAM PRODUK BANK 

SYARIAH (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan 

Ekspor Syariah) disusun oleh Nurhalimah NPM 1321030092 Program Studi 

Mu‟amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN 

Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Kamis / 23 Maret 2017 

 

TIM PENGUJI 

 

Ketua  : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M      (.........................) 

 

Sekretaris  : Muslim, S.H.I., M.H.I                  (.........................) 

 

Penguji I : Nur Nazli., S.H., S.Ag., M.Ag      (.........................) 

 

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A      (.........................) 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Syariah 

 

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. 

NIP. 197009011997031002 



 
 

7 
 

 
 

 

MOTTO 

   ...                    

                      

 

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat 

manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa 

makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” 

(Q.S. Al-Kahfi (18) : 19)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

  Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan 

maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang 

terdapat di dalam judul skripsi LETTER OF CREDIT DALAM PRODUK 

BANK SYARIAH (Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor 

dan Ekspor Syariah), yaitu sebagai berikut: 

1. Letter of Credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka 

memfasilitasi transaksi impor atau ekspor.
1
 Letter of Credit merupakan 

salah satu fasilitas jasa yang diberikan oleh Bank untuk melakukan 

pembayaran dalam perdagangan luar negeri. 

2. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau 

nilainya  dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produk 

itu.
2
 Ditinjau dari perspektif perbankan merupakan aktivitas atau kegiatan-

kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan layanan 

perbankan nasabah atau counterpart Bank.
3
  

3. Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsi-prinsip 

syariah/hukum Islam, dan dikenal juga dengan bank Islam. Adalah bank 

                                                             
1
 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:  RajaGrafindo 

Persada, 2013), h. 252. 
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1103. 
3
 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama, 2010),  h. 669. 
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umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut sudah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah yang mendefinisikan bank syariah sebagai Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4
 

4. Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, 

ketentuan, produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah.
5
 

5. Letter of Credit Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar 

kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan Importir 

dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
6
 

6. Letter of Credit Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar 

kepada Eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi 

perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan 

prinsip syariah.
7
  

  Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa 

penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan 

                                                             
4
 Ibid., h. 150. 

5
 Ibid., h. 267. 

6
 Ibid., h. 474. 

7
 Ibid., h. 473. 



 
 

16 
 

 
 

kritis mengenai LETTER OF CREDIT DALAM PRODUK BANK SYARIAH 

(Studi atas Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah). 

B. Alasan Memilih Judul  

  Adapun yang menjadi alasan penulis dalam menulis dan menetapkan 

judul tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut.  

1. Alasan Objektif  

Pada dasarnya esensi dari Letter of Credit adalah jasa, tapi dalam fatwa 

DSN-MUI terdapat banyak sekali akad yang tidak sesuai dengan esensi 

Letter of Credit yang sesungguhnya, sehingga penulis ingin meneliti lebih 

mendalam mengenai akad-akad yang terdapat pada fatwa DSN-MUI 

tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah. 

2. Alasan Subjektif  

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta 

dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan 

untuk dilakukan suatu penelitian.  

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di 

Fakultas Syariah jurusan Muamalah. 

c. Belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga penulis 

tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi. 
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C. Latar Belakang Masalah  

  Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua 

sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang 

terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi Islam.
8
 Islam adalah agama 

yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan 

yang termasuk didalam kemaslahatan perekonomian. 

  Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi hidupya, maka 

tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengatur. Rambu-rambu hukum 

dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari al-Qur‟an, al-Hadis, peraturan 

perundang-undangan (ijtihad kolektif), ijma’, qiyas, istihsan, maslahat mursalah, 

maqashidus syariah, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.
9
 

  Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari 

konsep tentang ekonomi Islam, yang bertujuan memperkenalkan sistem nilai dan 

etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, seperti yang dianjurkan oleh para 

ulama. Dasar etika keuangan dan perbankan Islam bukan sekedar sistem transaksi 

komersial untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang oleh banyak 

kalangan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan 

Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat 

kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi 

                                                             
 

8
 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima, (Jakarta:  

Rajagrafindo Persada, 2013), h. xii. 

9
 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.  
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bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batasan-batasan 

aturan agama dalam Islam.
10

 

  Dalam praktik operasional bank dengan prinsip syariah di Indonesia, 

Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi penting sebagai lembaga fatwa dalam 

menentukan produk dan jasa bank dengan prinsip syariah. Kewenangan tersebut 

berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 

tentang bank umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 

Syariah yang menyebutkan bahwa Dewan Syariah Nasioanal adalah dewan yang 

dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan 

untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) berada pada posisi setingkat dewan komisaris pada bank. DPS 

yang ada pada bank syariah harus mendapatkan  rekomendasi Dewan Syariah 

Nasional (DSN) untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh 

DPS, dan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DSN 

merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara ex-officio 

diketuai oleh MUI. 

  Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah, bank syariah yang murni berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah dalam operasionalnya tidak boleh melaksanakan atau membuka cabang 

untuk melakukan jasa-jasa bank konvensional. Hal ini berbeda dengan bank 
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 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law In Business, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 323.   
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konvensional yang dapat membuka cabang atau unit usaha syariah. Ketentuan 

mengenai kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah lebih lanjut diatur dalam 

pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum 

yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 

tersebut dijelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip 

kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang termasuk didalamnya 

adalah memberikan fasilitas Letter of Credit (yang selanjutnya disebut L/C) 

berdasarkan prinsip syariah.
11

 

  Secara definitif yang dimaksud dengan pembiayaan Letter of Credit 

(L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi 

impor atau ekspor nasabah.
12

 Letter of Credit adalah suatu perintah (order) yang 

biasanya dilakukan oleh pembeli atau importer yang ditujukan kepada Bank untuk 

membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir.
13

 

Untuk membagi dan mengurangi risiko masing-masing pihak yang disebabkan 

oleh jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir, maka 

lazim dikenal cara pembayaran dengan Letter of Credit (L/C). pembayaran 

melalui L/C merupakan alat pembayaran transaksi perdagangan antarnegara, yang 

paling sering digunakan.
14

  

  L/C menjadi alat pembayaran primadona dalam transaksi bisnis 

antarnegara karena merupakan alat pembayaran yang paling aman di mana risiko 

                                                             
11

 Ibid., h. 327-328. 
12

 Zainudin Ali, Op.Cit, h. 252. 
13

 Hartono Hadisoeprapto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran 

dalam jual Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Liberty,1991), h. 26. 
14

 Khoiruddin, “Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah” dalam Jurnal 

Muqtasid, Vol.1, No.2, 2010. h. 294. 
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bagi eksportir dan importir dapat dialihkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat 

dari pengertian (L/C) sebagai “jaminan pembayaran bersyarat” yang merupakan 

surat yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir yang 

ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (advising/negotiating bank) untuk 

kepentingan pihak eksportir (beneficiary / penikmat) dimana eksportir diberi hak 

untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang 

yang disebutkan dalam surat itu.
15

  

  Akan tetapi mekanisme transaksi L/C impor maupun L/C ekspor 

konvensional yang merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan L/C yang kurang 

transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian 

fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak memiliki dana yang cukup di Bank, 

merupakan salah satu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Maka untuk 

mengatasi masalah tersebut, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam 

perdagangan internasional, kemudian muncullah L/C dalam perbankan syariah 

yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah.  

  Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengeluarkan fatwa tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah dengan 

Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 dan Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 pada tanggal  

14 September 2002 yang menegaskan bahwasannya Letter of Credit (L/C) Impor 

Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang 
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 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internaasional Ekspor-Impor & 

Imbal Beli, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 24. 
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diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir  dengan pemenuhan persyaratan 

tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
16

 Sedangkan Letter of Credit Ekspor 

Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan 

oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan 

persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
17

 

  Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 akad yang 

dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah: Wakalah bil Ujrah, 

Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Murabahah, Salam atau Istishna dan 

Murabahah, Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil 

Ujrah dan Hawalah. Dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-

MUI/IX/2002 akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor Syariah 

adalah Wakalah bil ujrah, Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Wakalah bil Ujrah 

dengan Mudharabah, Musyarakah dan Ba’i dan Wakalah.  

  Tetapi muncul suatu pertanyaan, apakah akad-akad tersebut telah sesuai 

dengan esensi dari Letter of Credit (L/C) yang sesungguhnya. Mengingat (L/C) 

merupakan produk jasa bank, di mana bank hanya akan mendapatkan fee dari jasa 

yang diberikan. Tetapi dalam proses penyelesaian, produk ini juga bisa beralih 

menjadi kredit biasa, di mana bank tidak mendapatkan fee tetapi bank 

mendapatkan profit margin dari transaksi yang dilakukan. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengambil 

judul: “LETTER OF CREDIT dalam PRODUK BANK SYARIAH (Studi atas 

Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah)”.  
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 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: 

Erlangga, 2014), h. 192. 
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 Ibid., h. 203. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk-bentuk akad dalam Fatwa DSN-MUI Letter of Credit 

Ekspor dan Impor Syariah? 

2. Apakah akad-akad fatwa DSN-MUI sesuai dengan esensi terbentuknya 

Letter of Credit? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk akad dalam Fatwa DSN-

MUI Letter of Credit  Ekspor dan Impor Syariah. 

b. Untuk mengetahui Apakah akad-akad fatwa DSN-MUI sesuai dengan 

esensi terbentuknya Letter of Credit? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan 

memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum 

ekonomi syariah. 

b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan pembiayaan Letter of Credit 

Impor dan Ekspor Syariah. 
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F. Metode penelitian 

  Dalam rangka melakukan penelitian terhadap permaslahan yang penulis 

kaji maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (Library 

Research), penelitian kepustakaan (Library Research) adalah 

pengumpulan data atau informasi dengan bantuan berbagai macam-

macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.
18

 Dalam hal ini, 

penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung 

dengan penelitian ini, serta literatur lain yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, 

maka sifat penelitian ini bersifat deskriftif analisis dengan 

menggunakan suatu pendekatan yang bersifat Content Analysis 

atau analisis isi, yaitu teknik sistematik untuk menganalisis isi 

pesan dan mengolah pesan.
19
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h.  33. 
19

 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset Bandung, 2003), h. 154. 
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2. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka yang menjadi sumber data adalah Data Sekunder yang terdiri atas; 

a. Bahan Hukum Primer  

 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari salinan 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 

34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah dan 

Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit Ekspor 

Syariah dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan 

dengan masalah Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah seperti 

buku-buku teks, modul dan bahan lain yang terkait dan mempunyai 

hubungan erat secara langsung dengan masalah akad-akad Letter of 

Credit Impor dan Ekspor Syariah. 

c. Bahan Hukum Tersier  

 Sumber data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan 

yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan tentang hukum 

primer, sekunder, tersier seperti ensiklopedia, jurnal, kamus hukum, 

dan artikel-artikel. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Penulisan dalam pengumpulan data dari lapangan ini menggunakan 

metode pengumpulan dari data sebagai berikut:  

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan yang dapat berupa buku 

tertulis dari objek penelitian khususnya yang berkaitan dengan data 

tentang Lettef of Credit Impor dan Ekspor Syariah.   

4. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai/relevan dengan 

masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali semua data 

yang telah terkumpul. 

b. Rekonstruksi data (Reconstructing) 

 Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan dan logis. Sehingga udah dipahami.   

c. Sistematika Data (Sistematizing) 

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara 

melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberi tanda 

menurut klasifikasi dan urutan masalah. 
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5. Analisis Data 

Untuk menganalisis data, setelah data-data terkumpul kemudian 

diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus 

dianalisis secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan 

dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan 

yang ada. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berpikir 

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum 

menuju pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran dan 

rasio.
20
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 Nana Sudjana, Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 6. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi Letter of Credit 

Kegiatan ekspor-impor sebagian besar dan pada umumnya 

menggunakan Letter of Credit, walaupun masih sering ekspor-impor tanpa 

menggunakan Letter of Credit, misal dengan transfer di muka (transfer in 

advance), tetapi ini menyangkut resiko. Letter of Credit awalnya karena adanya 

satu hal yaitu ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual 

(vendor) dan pihak pembeli (buyer). Kedua belah pihak ini merasa saling tidak 

percaya satu sama lain, apalagi tidak saling mengenal satu sama lain.  

Untuk mencairkan masalah ini di mana kedua belah pihak tidak saling 

percaya, tetapi bisnis harus berjalan terus, maka dalam kondisi seperti ini 

dibutuhkan Letter of Credit. Bank yang dilibatkan dalam hal ini adalah bank yang 

berada di dalam negeri dan bank yang berada di luar negeri. Pihak bank inilah 

yang akan berperan sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah saling tidak 

percaya kedua belah pihak.
21

 Letter of Credit (L/C) sebagai surat janji membayar 

bersyarat yang diterbitkan oleh bank, dan Bill of Lading (BL) sebagai dokumen 

pengangkutan / transport, dengan demikian L/C merupakan suatu sarana penting 

dalam perdagangan dewasa ini.
22
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  Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarja: Andi Offset, 2011), h. 

137-138. 
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 Sidharta S.P.Soerjadi, Aspek Hukum L/C dan Standby L/C, (Jakarta: Law Office of 

Remy &Partner, 2009), h. 33. 
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Letter of Credit (selanjutnya disebut L/C) merupakan suatu jaminan 

tertulis atau kewajiban suatu bank (issuing bank) yang dibuat atas permintaan 

nasabahnya atau pihaknya sendiri (applicant) untuk membayar wesel atau tagihan 

lainnya kepada penerima L/C (beneficiary), sepanjang semua persyaratan yang 

ditetapkan dalam L/C tersebut telah dipenuhi.
23

 

C.F.G Sunaryati Haryanto mengatakan bahwa secara harfiah L/C dapat 

diterjemahkan sebagai surat utang atau surat piutang, tetapi sebenarnya L/C lebih 

merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila setelah syarat-

syarat tertentu. Dalam artikel 2 UCP (Uniform Custom and Practice) 

menerangkan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan 

pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya 

konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti 

dari pengertian L/C menurut UCP ialah bahwa L/C merupakan “janji 

pembayaran”. Bank penerbit melakukan  pembayaran kepada penerima, baik 

langsung maupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji 

membayar kembali kepada bank penerbit. 

Pada pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang 

pembayaran Transaksi Impor disebutkan bahwa L/C adalah janji membayar dari 

Bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit 

dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. Selain sebagai salah satu alat 

pembayaran dalam transaksi bisnis internasional, L/C juga merupakan alat 

penjamin yang dianggap aman untuk memperlancar bisnis internasional. Dalam 
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Ikatan  Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: 
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praktik sistem L/C memang sering digunakan, lebih-lebih jika eksportir dan 

importirnya belum mengenal secara baik. Hai ini dikarenakan jaminan 

pembayaran pada L/C dijamin oleh pihak yang ditunjuk oleh kedua belah pihak 

sepanjang memenuhi ketentuan prosedur dan dokumen yang dipersyaratkan dalam 

L/C yang sesuai dan tidak ada penyimpangan. 

Bank syariah yang dikategorikan sebagai bank devisa dapat melakukan 

lalu lintas jasa pembayaran internasional dengan menerbitkan L/C. Penerbitan L/C 

melalui bank syariah tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 36 dan 37 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang 

melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam praktik 

pelaksanaan L/C melalui bank syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) 

mengeluarkan Fatwa Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah 

dan Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
24

 

Letter of Credit (L/C) dalam bank syariah termasuk produk 

pembiayaan, yaitu pembiayaan Letter of  Credit (L/C) impor atau ekspor syariah. 

Secara definitif yang dimaksud dengan L/C adalah pembiayaan yang diberikan 

dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.
25
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 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law In Business, (Jakarta: Bumi Aksara, 
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B. Para Pihak dalam Transaksi Letter of Credit  

Dalam transaksi penerbitan L/C ada beberapa pihak yang di dalamnya. 

Pihak-pihak yang terkait dalam pembukaan L/C adalah sebagai berikut:
26

 

1. Opener atau Applicant (Importir) 

Importir yang memohon penerbitan L/C melalui bank devisa di 

negaranya untuk membuka L/C guna kepentingan eksportir disebut 

sebagai Opener atau Applicant dari L/C tersebut. 

2. Opening Bank atau Issuing Bank 

Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka 

L/C untuk keperluan eksportir disebut opening bank atau issuing bank. 

Bank devisa ini memberikan jaminan kepada eksportir guna 

pembayaran L/C dari importir. Sehingga dengan demikian, nilai L/C 

sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang 

membuka L/C tersebut. 

3. Advising Bank 

Opening bank membuka L/C untuk eksportir melalui bank lain di 

negara eksportir yang menjadi koresponden dari Opening bank tersebut. 

Bank koresponden ini berkewajiban menyampaikan amanat yang 

terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak. Bank 

koresponden ini disebut dengan advising bank atau bank penyampai 

amanat. 

4. Beneficiary (Eksportir) 

Eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik 

uang dari dana L/C disebut sebagai penerima L/C atau beneficiary. 

5. Negotiating Bank 

Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa beneficiary boleh 

menguangkan (menegosiasikan shipping document) melalui bank mana 

saja yang diinginkannya sepanjang memenuhi syarat L/C. Bank yang 

membayar dokumen ini disebut sebagai negotiating bank. Kadang 

adakalanya dalam L/C disebutkan bahwa negosiasi L/C hanya boleh 

dilakukan di bank tertentu saja, maka L/C seperti ini disebut restricted 

L/C. Bila negosiasi dokumen boleh dilakukan di bank mana saja, maka 

disebut open L/C. Oleh karena itu, advising bank tidak selalu menjadi 

negotiating bank. 

Selanjutnya dalam penerbitan L/C kita juga mengenal istilah-istilah 

bank berikut ini berkaitan dengan fungsi bank itu masing-masing dalam 

penerbitan L/C, yaitu: 

a) Reimbursing Bank 

Adalah suatu bank yang ditetapkan atau ditunjuk oleh issuing bank 

untuk membayar klaim reimbursing yang datang dari nominated bank 
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(negotiating/paying bank). Peran bank ini sebagai juru bayar yang pada 

umumnya merupakan depository bank dari issuing bank. 

b) Remitting Bank 

Adalah bank yang mengirim dokumen yang diterimanya dari 

beneficiary ke issung bank atas dasar suatu pemenuhan persyaratan dari 

kondisi suatu L/C. 

c) Confirming Bank 

Adalah suatu bank yang dipilih dan diminta oleh issuing bank untuk 

memberikan tambahan jaminan pembayaran (konfirmasi) atas L/C yang 

diterbitkannya. 

d) Paying Bank 

Adalah bank yang diberikan kuasa oleh issuing bank atau atas inisiatif 

sendiri untuk menjalankan fungsi atau bertindak sesuai dengan salah 

satu “availability” suatu L/C yaitu by payment. 

e) Accepting Bank  

Adalah suatu bank yang diberi kuasa oleh issuing bank atas inisiatifnya 

menjalankan fungsi dan bertindak sesuai dengan suatu availability L/C 

yaitu “by acceptance” di mana suatu bank (baik issuing bank maupun 

nominated bank) akan mengakses wesel berjangka beneficiary dan 

kemudian bertanggung jawab atas pembayaran pada saat jatuh tempo 

kepada beneficiary atau kepada pihak/lembaga lain. 

6. Transferring bank 

Suatu bank yang diminta oleh beneficiary (advising bank) agar L/C 

dapat ditransfer ke beneficiary kedua yang dapat lebih dari satu pihak. 

 

C. Penerbitan Letter of Credit 

Kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri 

sendiri. L/C lahir dari adanya perjanjian lain, biasanya jual beli barang jarak jauh 

antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal dengan baik, bahkan 

tidak pernah bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi 

dasar proses terbentuknya L/C. 

Proses terbentuknya L/C dalam bank syariah sedikit banyak sama 

dengan proses terbentuknya L/C dalam bank konvensional. Hanya saja dalam 
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proses terbentuknya L/C dalam bank syariah, transaksinya harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah itu sendiri.
27

 

Dilihat dari proses terjadinya L/C tersebut, dapat dikatakan bahwa L/C 

juga merupakan pengalihan penanggungan risiko dari penjual dan pembeli yang 

kemudian diemban oleh pihak bank. Karena itu untuk mengantisipasi risiko yang 

diemban, bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan 

sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C, juga menyerahkan 

agunan tambahan dari importir atau pemohon L/C.
28

 

Mengingat yang menerbitkan L/C adalah bank, maka untuk dapat 

membuka/menerbitkan L/C pemohon mengajukan permintaan kepada bank 

dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank. Dalam 

pembukaan L/C, bank umumnya meminta nasabah untuk menyimpan dana 

sebagai setoran jaminan (marginal deposit) untuk kemudian bank sebagai wakil 

membuka L/C sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Atas kegiatan 

bank memberikan jasa penerbitan L/C ini, maka bank berhak mendapatkan fee.
29
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Adapun proses terjadi kontrak dengan menggunakan sarana L/C secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
30

 

1. Eksportir/penjual/beneficiary menandatangani kontrak jual beli (sales 

contract) dengan pembeli/importir luar negeri. 

2. Importir/pembeli/account meminta kepada banknya (bank devisa) untuk 

membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, 

importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi 

ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat ijin 

impor, maka bank melakukan kontrak valuta (KV) dengan importir dan 

melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini 

bertindak sebagai opening/issuing bank. Pembukaan L/C ini dilakukan 

melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank 

yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising 

bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada 

eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima 

L/C disebut beneficiary. 

3. Eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka 

pengiriman/pengapalan barang dan pengurusan perijinan serta 

dokumen-dokumen yang diperlukan. 

4. Eksportir menerima konosemen (Bill of Lading) setelah menyerahkan 

barang ke carrier . 

5. Eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam L/C (Wesel, 

Faktur, Konosemen/Airway Bill, Certificate of Origin, Certificate of 

Quality, dan lain-lain) kepada negotiating bank.  

6. Bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan 

dokumen yang diserahkan oleh eksportir, bahwa semua persyaratan L/C 

dipenuhi (tidak ada discrepancy). 

7. Bank dalam negeri (sebagai negotiating bank) mengirimkan dokumen 

ke bank pembuka L/C diluar negeri dan menginstruksikan untuk 

membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk. 

8. Bank diluar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkannya kepada 

importir untuk mengambil barang dipelabuhan tujuan. Penyerahan 

dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya. 

Untuk Letter of Credit syariah dalam akad wakalah bil ujrah, Bank 

Syariah mewakili nasabah dalam pengurusan dokumen transaksi impor barang 

dan untuk itu Bank Syariah menerima ujrah dari nasabah. Adapun mekanisme 
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pelaksanaan dan penerbitan L/C dengan akad wakalah bil ujrah ini adalah seperti 

dalam skema berikut:
31

 

a) Nasabah  (importir) mempunyai kontrak pembelian barang dengan 

eksportir. 

b) Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada bank syariah 

yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara 

kedua belah pihak, nasabah (importir) melakukan akad. 

c) Wakalah bil ujrah, yaitu Bank Syariah menjadi wakil nasabah dalam 

pengurusan dokumen transaksi impor dan untuk itu nasabah menyetorkan 

sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan ujrah. 

d) Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank 

dari Eksportir. 

e) Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada eksportir. 

f) Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada nasabah. 

g) Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada 

Negotiating/Paying Bank. 

h) Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi, 

membayar kepada eksportir. 

i) Negotiating/Paying Bank mengirimkan dokumen kiriman barang dan 

penagihan pembayaran kepada Bank (issuing Bank). 

j) Bank Syariah (issung Bank) melakukan pemeriksaan dokumen yang 

diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya 

dengan persyaratan dalam L/C. 

k) Nasabah (importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada 

Bank Syariah (issung Bank) untuk mendebet rekening setoran jaminan 

pada poin 2 dan juga ujrah ke Bank Syariah (Issuing Bank). 

l) Bank Syariah (issung Bank) membayarkan tagihan pembayaran ke 

Negotiating/Paying Bank. 
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D. Pengelompokan Letter of Credit 

Secara garis besar L/C dapat dikelompokan menjadi beberapa macam: 

a. L/C menurut bentuknya, terdiri dari:
32

 

1) Revocable L/C  

Adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan sepihak oleh 

pembeli/importir atau issuing bank tanpa persetujuan atau 

pemberitahuan kepada penjual/eksportir. L/C ini banyak digunakan 

untuk pembayaran antara perusahaan induk dan anak atau cabang 

perusahaannya. 

2) Irrevocable L/C 

Adalah  L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa 

persetujuan kedua belah pihak.  

3) Confirming Irrevocable L/C 

Adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan dijamin 

sepenuhnya oleh confirming bank. 

 

b. L/C dari segi yang mengeluarkannya, terdiri dari:
33

 

1) Bankers Letter of Credit 

Yaitu L/C yang dibuka oleh suatu bank, di mana bank membuka L/C 

atas permintaan pembeli tersebut bertanggungjawab atas 

pembayarannya, bila syarat-syarat L/C dapat dipenuhi. Menurut 

praktek perbankan L/C hanya dapat dibenarkan dengan menggunakan 

Bankers L/C. 

2) Merchant  Letter of Credit 

Adalah L/C yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan bank 

biasanya hanya meneruskan L/C tersebut tanpa suatu ikatan maupun 

tanggungjawab atas pelaksanaan pembayarannya. Jenis L/C ini 

biasanya digunakan oleh eksportir dan importir yang sudah saling 

kenal dan percaya atau perusahaan yang berafiliasi atau merupakan 

subsidiary dengan perusahaan induknya   

c. L/C menurut syarat-syaratnya, terdiri dari: 

1) Documentary Letter of Credit 

Adalah suatu L/C di mana pembayarannya dilakukan dengan 

penarikan wesel yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain 

sebagaimana disebut pada syarat-syarat L/C. 

2) Clean Letter of Credit 

Yaitu bahwa di dalam L/C itu tidak dicantumkan syarat lain untuk 

penarikan wesel, dalam arti tidak diperlukan dokumen-dokumen atau 
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tanpa dilengkapi dengan lampiran dokumen shipping, seperti B/L dan 

lain-lain, sudah dapat dicairkan. 

d. L/C dari segi cara pembayarannya, terdiri dari: 

1) Sight Letter of Credit 

Adalah L/C yang pembayarannya oleh Negotiating Bank dilakukan 

pada saat wesel-wesel diunjukkan oleh eksportir, disertai dokumen-

dokumen lain yang sesuai  dengan syarat-syarat L/C. Tentang kepada 

siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran transaksi 

tersebut, maka di dalam L/C bersangkutan dicantumkan atau nama 

siapa wesel bersangkutan harus diterbitkan.   

2) Usance Letter of Credit 

Adalah L/C yang pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada saat 

jatuh temponya wesel berjangka (usance draft) yang bersangkutan. 

Jangka waktu wesel tersebut bisa bervariasi antara 30 sampai 180 hari. 

e. L/C menurut hak Beneficiary, terdiri dari: 

1) Transferable / Assignable / Divisible Letter of Credit 

Ketiga istilah ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda, 

Transferable yaitu dapat dipindahkan, Assigneble yaitu orang lain 

yang dapat ditunjuk dan Divisiable yaitu yang dapat dibagi-bagi. 

Tetapi pada hakekatnya ketiganya mempunyai maksud yang sama 

yaitu L/C yang mengizinkan pihak penerima L/C memindahkan L/C 

tersebut untuk sebagian/seluruhnya dari beneficiary pertama kepada 

beneficiary kedua baik seorang maupun beberapa orang beneficiary, 

yang berada dalam satu negara maupun negara yang berlainan.  

2) Non-Transferable Letter of Credit 

Merupakan kebalikan transferable oleh karena itu non-transferable 

berarti L/C yang tidak dapat ditransfer sehingga beneficiary yang 

namanya tercantum pada L/C itu yang berhak. 

f. L/C menurut perjanjiannya, terdiri dari: 

1)  Restricted Letter of Credit 

Yaitu L/C yang hanya dapat dinegosiasi oleh bank yang disebutkan 

secara khusus dalam L/C tersebut. 

2) General Letter of Credit  

Adalah bila sesuatu L/C yang telah diteruskan melalui bank (advising 

bank) tidak berisikan klausula tertentu, siapa yang menegocieer, maka 

selain dari advising bank itu sendiri, juga bank-bank lain boleh 

menegocieer L/C tersebut. 

g. L/C khusus atau Special L/C, terdiri dari: 

1) Unconfirmed Negocierings Letter of Credit 

Yaitu bank yang mana saja boleh menegocier credit itu sedang bank 

yang menegocier tidak mengetahui apakah found cukup tersedia pada 

suatu bank lain. 

2) Confirmed Negocierings Letter of Credit 

Apabila negocierings credit itu diconfirm oleh dua bank yaitu opening 

bank dan advising bank maupun hanya diconfim secara sepihak saja, 
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yaitu berarti jaminan pembayaran wesel bersangkutan didukung oleh 

dua bank atau satu bank saja. 

 

3) Revolving Letter of Credit
34

 

Pada L/C jenis ini nilainya dapat diperbaharui sesuai dengan nilai 

yang tercantum di dalamnya berdasarkan syarat-syarat yang 

ditetapkan misalnya tentang nilai maksimum, kumulatif atau 

nonkumulatif, dan sebagainya 

4) Back to Back Letter of Credit 

Jenis L/C ini merupakan L/C yang diterapkan oleh issuing bank di 

tempat eksportir atas permintaan eksportir yang ditujukan kepada 

supplier. Back to Back L/C ini diterbitkan berdasarkan L/C induk 

yang dikeluarkan oleh issuing bank di Negara Importir/Pembeli. Back 

to Back L/C ini biasanya identik dengan L/C induk, kecuali mengenai 

harga, tanggal pengapalan, dan tanggal berlakunya. 

5) Red Clause Letter of Credit 

L/C ini memiliki klausul yang ditulis dengan tinta merah yang 

menyatakan bahwa advising/confirming bank dapat melakukan 

pembayaran di muka kepada eksportir/penjual/beneficiary sebelum 

penyerahan dokumen pengiriman barang dilakukan. L/C semacam ini 

sering digunakan untuk menyediakan dana/kredit bagi eksportir 

sebelum barang dikapalkan. 

6) Negotiating Letter of Credit 

Jenis L/C ini merupakan L/C yang memungkinkan beneficiay 

mengajukan wesel dan dokumen-dokumen lampirannya ke bank yang 

ditunjuknya. 

7) Green-Ink L/C  

L/C ini hampir sama dengan red-clause L/C yang memberikan 

pembayaran di muka dengan syarat eksportir harus menyerahkan 

kepada advising/negotiating bank yang ditunjuk suatu bukti atau tanda 

terima penyimpanan barang dari warehouse sampai beneficiary siap 

untuk mengapalkan barang tersebut. 

8) Straight L/C 

Jenis L/C ini biasanya jatuh tempo di negara issuing bank, tetapi 

advising/confirming bank di negara beneficiary dapat melakukan 

pembayaran lebih dahulu atau menunggu sampai mendapat 

reimbursement. Ada dokumen-dokumen yang diperlukan diajukan 

secara langsung. 

9)  Stand by L/C 

Jenis L/C ini merupakan L/C yang diberikan issuing bank atas 

permintaan applicant/peminjam/kontraktor sebagai jaminan khusus 

kepada pihak beneficiary apabila gagal untuk memenuhi atau 

melaksanakan kontraknya. 
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E. Penyelesaian Sengketa Penerbitan Letter of Credit 

  L/C merupakan kontrak internasional, karena pihak yang terkait dalam 

penerbitan L/C terdapat unsur asing, yakni para pihak yang bertransaksi tinggal 

dalam wilayah negara yang berbeda. Penyelesaian sengketa dalam penerbitan L/C 

seperti halnya penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional 

pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam penyelesaian 

sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, 

penyelidikan fakta-fakta (inquiry), mediasi, konsiliasi, arbritrase, penyelesaian 

melalui hukum atau pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya 

yang dipilih dan disepakati para pihak. Hukum kontrak adalah bagian hukum 

privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan 

sendiri (self imposed obligation). Dipandang sebagai bagian hukum privat karena 

pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni 

menjadi urusan para pihak yang terkait dengan isi kontrak. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa risiko dalam transaksi bisnis internasional 

lebih komplek dibandingkan dengan perdagangan dalam wilayah yang sama. Hal 

ini disebabkan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak yang 

bertransaksi diantaranya sistem hukum, politik, faktor   sosial budaya, lain 

sebagainya. Pilihan hukum merupakan salah satu hal penting yang harus 

dipertimbangkan para pihak jika ingin membuat kontrak bisnis internasional. 

Dalam kontrak bisnis internasional, para pihak dapat menentukan sendiri hukum 

apa yang akan mereka gunakan dalam melakukan transaksi bisnis tersebut, 

termasuk jika ada sengketa yang timbul dalam pelaksanaan transaksi mereka. 
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  Prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih dipandang 

sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak. Namun menurut Sudargo Gautama, 

makna kebebasan berkontrak harus dihindarkan dari makna bebasnya para pihak 

membentuk hukum sendiri. Menurut beliau, para pihak sama sekali tidak 

mempunyai kemampuan membuat undang-undang bagi mereka sendiri. Mereka 

hanya diberi kebebasan untuk memilih, hukum mana yang hendak mereka 

gunakan sebagai dasar dari kontrak yang dibentuknya. Ada empat pembagian 

pilihan hukum yang dikenal sebagai berikut: 

a. Pilihan hukum secara tegas (uitdrukkelijk, met zovele worrden) 

Pada pilihan hukum secara tegas ini, para pihak mencantumkan secara 

tegas dalam kontrak mengenai hukum yang mereka pilih. Dalam hal ini 

tidak ada keragu-raguan lagi tentang apa yang dikehendaki para pihak. 

b. Pilihan hukum secara diam-diam (stilzwijgend) 

Pilihan hukum secara diam-diam ini dianggap ada jika maksud para pihak 

dapat disimpulkan dari tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang 

menunjuk ke arah itu. Kehendak para pihak untuk memberlakukan suatu 

sistem hukum tertentu disimpulkan misalnya bahasa yang dipakai, cara 

susunan kontrak, penunjukan atau penyebutan peraturan-peraturan bursa 

atau peraturan-peraturan arbitrase tertentu yang secara implisit 

membuktikan bahwa para pihak menghendaki pemakaian peraturan 

tertentu walaupun tidak menyebutkan dengan demikian banyak perkataan. 
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c. Pilihan hukum secara dianggap (vermoedelijk) 

Pilihan hukum yang dianggap seringkali diwujudkan dalam praktik, di 

mana para pihak tidak mengadakan pilihan hukum secara tegas. Hakim 

menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan 

hukum belaka. Dugaan-dugaan hakim merupakan pegangan yang 

dianggap cukup untuk mempertahankan bahwa pihak benar-benar telah 

menghendaki berlakunya suatu sistem hukum tertentu. 

d. Pilihan hukum secara hipotesis (hypothetische partijwil) 

Dari pilihan hukum dianggap ke pilihan hukum secara hipotesis hanya 

selangkah kecil. Pada pilihan hukum digunakan “vaste 

aanvraagformulieren” dimana terdapat pasal-pasal yang menunjuk kepada 

berlakunya hukum seperti termaktub dalam Burgelijk Wetboek dan Wet 

Van Koophandel. Pengadilan dalam hal-hal serupa seperti ini selalu 

menggunakan hukum barat. 

 Berkaitan dengan ketentuan UCP (Uniform Custom and Practice) sebagai 

dasar pengaturan penerbitan, L/C bukanlah satu-satunya sumber hukum L/C. 

Sumber hukum lainnya yaitu hukum kebiasaan internasional, putusan pengadilan, 

dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan sering menggunakan UCP 

(Uniform Custom and Practice) karena keberadaan UCP telah diterima secara 

internasional. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pencantuman klausul tunduk 

pada UCP dalam L/C, bukan berarti larangan bagi hakim untuk menggunakan 

sumber hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus L/C.
35
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F. Perjanjian Penerbitan Letter of Credit dengan Prinsip Syariah 

  Hukum perikatan Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang 

Muamalah memiliki sifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang 

muamalat boleh dilakukan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar 

larangan yang sudah ditentukan dalam Alquran dan Sunah Nabi Muhammad 

SAW. Hal inilah yang memungkinkan Hukum Perikatan Islam dapat mengikuti 

perkembangan zaman. Salah satu kaidah fikih yang pada umumnya dipakai dalam 

setiap hubungan muamalah termasuk di dalamnya transaksi bisnis secara syariah 

memuat ketentuan atau kaidah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat 

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Letter of Credit merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank. 

Dalam bank konvensional, L/C dimasukkan sebagai non-cash loan dan disebut 

sebagai fee-based income atau penerimaan yang berasal dari pemberian jasa non-

pembiayaan atau investasi.
36

 Dalam bank syariah, L/C juga dimasukkan sebagai 

jasa, yaitu pelayanan jasa bank.
37

 

Pembayaran dengan menggunakan mekanisme L/C dalam perdagangan 

ekspor-impor harus disepakati oleh eksportir dan importir yang dicantumkan 

dalam sales contract. Sistem pembayaran menggunakan L/C harus dicantumkan 

secara tegas dalam sales contract tersebut. Dengan demikian penerbitan L/C harus 

diawali dengan adanya sales contrct antara eksportir dan importir yang salah satu 

pasalnya memuat klausul pembayaran dengan L/C. Setelah adanya kesepakatan 

antara eksportir dan importir dalam penerbitaan L/C, lalu ditunjuk issuing bank 
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(biasanya bank devisa importir) dan menetapkan dokumen yang dibutuhkan. 

Kemudian importir meminta banknya untuk membukakan L/C atas nama 

eksportirnya sebagai beneficiary berdasarkan persyaratan dan kondisi tertentu 

yang dicantumkan dalam L/C. Dalam aplikasi penerbitan L/C melalui bank, 

biasanya diawali dengan perjanjian antara importir dengan bank penerbitan L/C 

(issuing bank). 

 Dalam terminologi hukum Islam, perjanjian atau  perikatan (akad) adalah 

salah satu cara untuk memperoleh harta yang banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Akad berasal dari bahas Arab “Al-Aqdun” atau dalam bentuk 

jamaknya disebut “Al-Uquud” yang berarti ikatan atau simpul. Pengertian akad 

secara terminologi hukum fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan 

kabul (penerimaan) yang dibenarkan syariah (hukum Islam), yang menetapkan 

keridhaan antara kedua belah pihak. Dengan adanya suatu akad, maka para pihak 

terikat oleh ketentuan hukum Islam (syariat) yang hak dan pemenuhan 

kewajibannya harus diwujudkan. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam 

ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut. Rukun adalah suatu 

hal yang sangat menuntukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian 

dari sesuatu tersebut. Para ulama berpendapat bahwa rukun ada tiga, yaitu: 

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (Sighat Al-‘Aqd). 

b. Pihak-pihak yang berakad (Al-54Muta’aqidain). 

c. Objek akad (Al-Ma’qud’alaih). 

Syarat dalam akad adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan 

sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. 
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Perbedaan syarat dengan rukun terletak pada apakah  hal tersebut merupakan 

bagian inti pembentuk dari sesuatu tersebut atau tidak. Menurut TM Hasbi Ash-

Shiddieqy suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen, yakni dalam 

komponen-komponen tersebut kita dapat melihat syarat-syarat sahnya, yaitu:
38

 

1. Dua Aqid sebagai Subjek Perikatan / Para Pihak 

Adalah subjek hukum pada umumnya yang dapat berupa manusia dan 

badan hukum. Menurut para fuqaha (ahli hukum), syarat-syarat yang harus 

ada pada seorang aqid adalah: 

a. Aqil (berakal/dewasa) 

b. Tamyiz (dapat membedakan) sebagai tanda  kesadaran atau jiwanya 

tidak terganggu (tidak gila). 

c. Mukhtar (bebas melakukan transaksi/bebas memilih) tanpa adanya 

paksaan atau tekanan. 

2. Objek Perikatan atau Mahallul-Aqdi 

Yaitu  sesuatu yang diakadkan sebagai objek perikatan. Syarat-syarat 

objek akad adalah: 

a. Halal menurut syariat (hukum Islam). 

b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak). 

c. Dimiliki sendiri atau kuasa si pemilik. 

d. Dapat diserahkan terimakan (berada dalam kekuasaan). 

e. Dengan harga jelas. 

3. Prestasi atau Maudhu’u Al-Aqdi 

Yaitu cara yang ditujukan sebagai prestasi yang dilakukan. Tujuan ini 

sesuai dengan jenis akadnya, misalnya tujuan dalam jual beli ialah 

menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti bayaran. 

4. Sighat Al-‘aqad sebagai rukun akad 

Rukun akad adalah ijab dan kabul.  Ijab dan kabul dinamakan sighatul 

aqdi atau pernyataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah 

pihak. Sighatul aqdi ini memerlukan empat syarat, yaitu:  

a. Jala’ul ma’na 

Harus dinyatakan dengan uangkapan yang jelas dan pasti maknanya 

sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 

b. Tawafuq/Tathabuq bainal Ijab Wal Kabul 

Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.  

c. Jazmul Iradaini  

Ijab dan kabul harus mencerminkan kehendak masing-masing pihak 

secara pasti dan mantap, serta tidak menunjukkan adanya unsur 

keraguan dan paksaan. 

d. Ittisal Al-Kabul Bil Hijab 

Kedua belah pihak dapat bertemu atau hadir dalam satu majlis. 
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Dalam Bank Syariah dikenal beberapa jenis pembiayaan yang dapat 

diberikan oleh Bank Syariah dalam pembayaran ekspor-impor dengan 

menggunakan L/C.  Praktik penerbitan L/C Impor melalui Bank Syariah, 

berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 34/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang L/C Impor Syariah, Bank Syariah sebagai Issuing Bank dapat melakukan 

perjanjian/akad dengan importir/Applicant dalam penerbitan L/C dengan 

menggunakan akad-akad wakalah bil ujrah, qardh, murabahah, salam/Istisha’, 

mudharabah, musyarakah, dan hawalah. Adapun bentuk-bentuk akad untuk L/C 

impor syariah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dapat digunakan 

beberapa bentuk:
39

 

1) Akad Wakalah bil Ujrah, dengan ketentuan importir harus memiliki dana 

pada bank. Bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan 

dokumen-dokumen transaksi impor. Besarnya ujrah harus disepakati di 

awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk 

persentase. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir 

untuk pelunasan pembayaran barang impor. 

2) Akad Murabahah, di mana bank bertindak selaku pembeli yang 

mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi kepaada 

eksportir. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank 

saat dokumen diterima (at sight) atau ditangguhkan sampai dengan jatuh 

tempo (usance). Kemudian bank menjual barang secara murabahah 

kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilin. Biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga 

perolehan barang, 

3) Akad Salam/Istisna’ dan Murabahah, dimana bank melakukan akad 

Salam atau Istisna’ dengan mewakilkan kepada importir untuk 

melaksanakan transaksi tersebut. Pengurusan dokumen dan pembayaran 

dilakukan oleh bank, kemudian bank menjual barang secara murabahah 

kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga 

perolehan barang. 

4) Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, di mana nasabah melakukan 

akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan 
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dokumen dan pembayaran. Bank dan importir melakukan akad 

mudharabah.  

 

Selain bentuk-bentuk akad di atas, ada beberapa alternatif lain dalam 

akad antara bank dan importir yang menerbitkan L/C syariah, yakni wakalah bil 

ujrah dan qardh serta wakalah bil ujrah dan hawalah dengan ketentuan masing-

masing. Wakalah bil ujrah dan qardh dapat dilakukan jika importir tidak memiliki 

dana cukup untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan bank memberikan 

dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan barang impor. Besar ujrah 

(upah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan 

dalam bentuk persentase. Sementara itu, wakalah bil ujrah dan hawalah dapat 

dilakukan jika importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor, kemudian utang kepada eksportir dialihkan kepada 

importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada 

eksportir senilai barang yang diimpor. Besar ujrah  harus disepakati di awal dan 

dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
40

 Mengenai fee / 

ujrah / upah ini seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa, upah sangat tidak 

berkaitan dengan keuntungan. Artinya standar pembelian upah harus disesuaikan 

dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya (ujah bi miqdar 

ma ‘alaja), bukan berpatokan pada harga keuntungan dari suatu komoditi 

(barang). Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pemilik / 

tuan modal.
41
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Sementara itu untuk hubungan antara eksportir dan bank syariah 

sebagai advising bank dapat dilaksanakan beberapa bentuk perjanjian akad 

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:35/DSN-MUI/IX/2002 tentang 

Letter of Credit Ekspor Syariah. Berdasarkan Fatwa DSN tersebut hubungan bank 

syariah sebagai advising bank dengan eksportir dapat menggunakan akad wakalah 

bil ujrah, qardh, mudharabah, musyarakah, serta al bai’. Akad wakalah bil ujrah 

dalam L/C ekspor syariah dilakukan dengan ketentuan bahwa bank melakukan 

pengurusan dokumen-dokumen ekspor, kemudian melakukan penagihan 

(collection) kepada bank penerbit L/C, yang selanjutnya dibayarkan kepada 

eksportir setelah dikurang ujrah. Untuk akad wakalah bil ujrah dan qardh, bank 

melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan melakukan penagihan 

(collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank), di mana bank memberikan 

dana talangan kepada nasabah ekportir sebesar harga barang ekspor. Besar ujrah 

harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 

bentuk persentase. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai 

kesepakatan dalam akad antara akad wakalah bil ujrah dan akad qardh tidak 

dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). 

Dalam ketentuan L/C ekspor melalui bank syariah, antara eksportir dan 

bank dapat pula melakukan akad wakalah bil ujrah dan mudharabah, akad 

musyarakah, serta akad al-bai’ (jual-beli) dan wakalah. Pada akad wakalah bil 

ujrah dan mudhrabah, bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang 

dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan importir. Bank 

melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit (issuing bank). 
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Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima 

(at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). Pembayaran dari bank penerbit L/C 

(issuing bank) dapat digunakan untuk pembayaran ujrah, pengembalian dana 

mudharabah, dan pembayaran bagi hasil. Untuk L/C ekspor dengan menggunakan 

akad musyarakah, bank syariah memberikan kepada eksportir sebagai dana yang 

dibutuhkan dalama proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir. 

Setelah melakukan pengurusan dokumen, bank melakukan penagihan (collection) 

kepada bank penerbit L/C (issuing bank). Pembayaran oleh bank penerbit L/C 

dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo 

(usance). Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan 

untuk pengembalian dana musyarakah pembayaran bagi hasil. Sementara itu L/C 

ekspor melalui bank syariah sebagai advising bank juga dapat menggunakan akad 

al-bai’ (jual-beli) dan wakalah. Dalam hal ini, bank membeli barang dari 

eksportir, kemudian menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir. 

Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir. 

Pembayaran oleh bank penerbit (issuing bank) dapat dilakukan pada saat 

dokumen ; diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance).
42

 

Adapun yang menjadi tujuan dan  manfaat dari adanya transaksi Letter 

of Credit Syariah ini diantaranya. 

a. Bagi Bank  

1) Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan / fee / ujrah dari akad 

wakalah bil ujroh dan kafalah; 
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2) Sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil 

ujrah dan mudharabah; 

3) Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan / fee / ujrah dari akad 

wakalah bil ujroh dan hawalah 

b. Bagi Nasabah 

1) Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang 

sesuai; 

2) Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan; 

3) Akseptasi yang mendukung aktivasinya dalam perdagangan 

internasional.
43
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 

1. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional MUI 

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, 

berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) 

yang ada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan 

beragamnya DPS dimasing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal 

yang harus disyukuri, tetapi juga di waspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan 

adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan 

hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, 

MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, 

menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan 

membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. 

Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syarih Nasional atau DSN. 

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan 

hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. 

Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia 

dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indosnesia dan sekertaris (ex-officio). 

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana 

Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa anggota.
44
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Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-

produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini 

bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti 

asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan 

tersebut Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang 

diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar 

pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan 

syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. 

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi 

fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. 

Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah 

direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang 

bersangkutan.  

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi 

para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu 

lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran 

kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang 

dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah 

Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga 

yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut 

tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat 

mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan 

departemen di keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak 
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mengembangkan lebih jauh tindakan-tindaknnya yang tidak sesuai dengan 

syariah.
45

  

Dewan Syariah Nasional memiliki Tugas Pokok yaitu Menumbuh-

kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada 

umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis 

kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah 

dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.  

Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu mengeluarkan fatwa 

yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan 

syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa 

yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh instansi 

yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia, 

memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan 

duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah, 

mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam 

pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter /lembaga keuangan 

dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan 

syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional, megusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 

mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
46
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2. Sifat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti 

pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang 

ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara‟ 

tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan 

terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat 

keterangan mengenai hukum tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan 

kepadanya). Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-

hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan 

menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang 

yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustafti, sedangkan yang 

dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti.  

Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukum 

perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis 

bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam 

pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang 

dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (Hadis) yang keberadaannya 

berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan 

umat-umat lain pada umumnya. 

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga 

ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan pelaksana 

Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan 
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adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-

MUI memiliki kewenangan dan kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi 

dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Namun, agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip 

syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. 

Tujuan pembentukan DPS ialah untuk menjalankan fungi pengawasan 

terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun secara teknis 

pengawasan perbankan syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). 

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurusi 

sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia 

menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum 

syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan 

melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk 

menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. 

Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat 

penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah di negeri 

ini.
47
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B. Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah 

Fatwa DSN MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor 

Syariah dan Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Ekspor Syariah: 

pada tanggal 14 September 2002 atau pada rajab 1423 H Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan rapat pleno dan memutuskan 

fatwa tentang Letter of Credit Impor Syariah dengan terlebih dahulu, Menimbang:   

a. Bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas 

transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah 

Letter of Credit (L/C) Impor; 

b. Bahwa transaksi L/C Impor yang berlaku selama ini belum sesuai dengan 

ketentuan syariah; 

c. Bahwa agar mekanisme transaksi L/C Impor tersebut dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syari‟ah, Dewan Syariah Nasional memandang 

perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman. 

Dengan berdasarkan Hukum: 

1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29: 

                      

         .. 
Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu 
dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara perniagaan yang saling 

rela di antara kalian …. 
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2. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

             ... 

Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu… 

3. Firman Allah, QS Al Kahfi [18]: 19 

   ....                    

                    

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makanan 

yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik 

bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-

kali menceritakan halmu kepada seseorangpun. 

 

4. Firman Allah, QS . Yusuf [12]: 55 

                

Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah 

orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. 

 

5. Firman Allah, QS . Al Baqarah [2]: 283 

                                ... 

… Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah Tuhannya... 

 

6. Firman Allah, QS. Al Qashash [28]: 26 

                        

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai ayahku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat 

lagi dipercaya. 
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7. Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12]: 72 

                    

Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala raja, dan 

barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. 
 

8. Firman Allah SWT, QS.Al-Baqarah [2]: 275 

  ....           .... 

…Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba… 

 

9. Firman Allah SWT, QS. Shad [38]: 24 

                        

           ....   

…Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu 

sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini... 

 

10.  Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas:  

كَانَ سَيِّدُ ناَ ا لْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْماَل مُضَارَبةًَ اِشْتَ رَطَ 
عَلَى صَاحِبِوِ أنَْ لايََسْلُكَ بِوِ بََْراً وَلاَ يَ نْزلَِ بِوِ وَادِياً وَلايََشْتََِيَ بِوِ دَابَّةً ذَاتَ 

فَ بَ لَغَ شَرْ وُُ رَسُوْلَ اللَّوِ صَلَّى اللّو عَلَيْوِ . فَِ نْ فَ عََ  ذَلِكَ َ مِنَ , كَبِدٍ رَْ بَةٍ 
وَسَلَّمَ فأََجَازَهُ 

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah 

ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan 

tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika 

persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. 

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 

membolehkannya. 
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11. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib 

, الْبَ يْعُ اَِ  أَجَ ٍ : َ َ ٌ  فِيِْ نَّ الَْبَ ركََةُ : أنََّ النَِّ َّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  اَلَ 
 (رواه ابن ما جو)وَخَلْطُ الْبُ رِّ باِلشَّعِيِْْ للِْبَ يْتِ لالَلِْبَ يْعِ , وَالْمَُ ارََ ةُ 

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 

secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus 

dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah tangga, bukan 

untuk dijual. 

 

12. Hadis Nabi riwayat „Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-

Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: 

 مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِي ْراً فَ لْيُ عْلِمْوُ أَجْرَهُ 
Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. 

 

13. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: 

أنَّ الرَّسُوْلَ اللَّو عَلَيْوِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِيْ نَاراً إَِ  حُكَيْمِ بْنِ حِزاَمٍ ليَِشْتََِيَ لَوُ بِوِ 
 (رواه أبو داود والتَ مذي)أُْ حِيَةً 

Nabi s.a.w. menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin Hizam untuk 

membeli hewan qurban. 

 

14. Hadits riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. 

bersabda: 

الَصُّلْحُ جَائزٌِ بَ يَْْ الْمُسْلِمِيَْ إِلاَّ صُلْحًا حرَّمَ حََ لاً أوَْ أحَ َّ حَراَمًا 
 .وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُو ِ ِ مْ إِلاَّ شَرْ اً حَرَّمَ حََ لاً أوَْ أحَ َّ حَراَمًا

Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan 

kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 
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15. Kaidah Fiqih: 

 .الََْْصُْ  فِ الْمُعَامََ تِ الْْباَحَةُ إِلاَّ أنَْ يَدُلَّ دَليٌِْ  عَلَى تََْريَِْْ ا
Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya. 

 

 

  اللَّوِ  حُكْمُ مَّ  َ أيَْ نَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ  َ 
Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. 

 

 الَْمَشَ َّةُ َ ْلِبُ الت َّيْسِي ْرَ 
Kesulitan dapat menarik kemudahan. 

 

 ْ اَجَةُ َ دْ  َ نْزلُِ مَنْزلَِةَ الضَّرُورَ ِ اَ 
Keperluan dapat menduduki posisi darurat. 

 

 .الَلَّابِتُ باِلْعُرِْ  كَاللَّابِتِ باِلشَّررِ 
Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu 

yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan 

syari’at). 

 

Kemudian Memperhatikan:  

1. Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah 

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (V/85), Asy-Syarkhasi dalamTakmilah 

Fathul Qadir (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu (V/4058) 

2. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (V/85), Asy-Syarkhasi dalamTakmilah 

Fathul Qadir (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu (V/4058) 

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh, Murabahah, 

Salam/Istishna‟, Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah 
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4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 

perihal permohonan fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC 

Ekspor. 

5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 14 September 2002/ 7 

Rajab 1423 H. 

Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Menetapkan : FATWA TENTANG L/C 

IMPOR SYARIAH dengan Ketentuan Umum: 

1.  Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan 

membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan 

Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip 

syariah. 

2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: 

Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah,  Salam/Istishna’, Mudharabah, 

Musyarakah, dan Hawalah. 

Dengan Ketentuan Akad: Akad untuk L/C impor syariah yang sesuai dengan 

syariah dapat digunakan dalam beberapa bentuk.  

1. Akad wakalah bi al-ujrah, dengan ketentuan: 

a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran 

barang yang diimpor; 

b. Importir dan bank melakukan akad wakalah bi al-ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; 
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c. Besar Ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk persentase. 

2. Akad wakalah bi al-ujrah dan Qardh, dengan ketentuan; 

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor; 

b. Importir dan bank melakukan akad wakalah bi al-ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk persentase; 

d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk 

pelunasan pembayaran barang impor; 

3. Akad murabahah dengan ketentuan; 

a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir 

untuk melakukan transaksi dengan eksportir; 

b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat 

dokumen diterima (at sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh 

tempo (usance); 

c. Bank menjual barang secara murabahah  kepada importir, baik 

dengan pembayaran tunai maupun dicicil; 

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai 

harga perolehan barang. 
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4. Akad salam/istisna dan murabahah, dengan ketentuan; 

a. Bank melakukan akad salam atau istisna dengan mewakilkan kepada 

importir untuk melakukan transaksi tersebut; 

b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank; 

c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan 

pembayaran tunai maupun dicicil; 

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bankkan diperhitungkan sebagai 

harga perolehan barang. 

5. Akad wakalah bi al-ujrah dan mudarabah, dengan ketentuan; 

a. Nasabah melakukan akad wakalah bi al-ujrah kepada bank untuk 

melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran. 

b. Bank dan importir melakukan akad mudarabah, dimana bank 

bertindak selaku sahibul al-mal menyerahkan modal kepada importir 

sebesar harga barang yang diimpor. 

6. Akad musharakah, dengan ketentuan; 

Bank dan importir melakukan akad musharakah, dimana keduanya 

menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. 

7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum 

dilakukan, akad yang digunakan; 

Alternatif 1 : wakalah bi al-ujrah dan qard, dengan ketentuan: 

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor; 
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b. Importir dan bank melakukan akad wakalah bi al-ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.  

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk persentase; 

d. Bank memberikan dana talangan (qard) kepada nasabah untuk 

pelunasan pembayaran barang impor. 

Alternatif II:  wakalah bi al-ujrah dan hawalah, dengan ketentuan: 

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran 

harga barang yang diimpor. 

b. Importir dan bank melakukan akad wakalah untuk pengurusan 

dokumen-dokumen transaksi impor. 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk persentase. 

d. Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada 

bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang 

oleh importir menjadi utang kepada bank dengan meminta bank 

membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. 

FATWA TENTANG L/C EKSPOR SYARIAH dengan Ketentuan Umum: 

1.  Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan 

membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk 

memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu 

sesuai dengan prinsip syariah. 
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2. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: 

Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan Al-Bai’. 

Dengan Ketentuan Akad: Akad untuk L/C ekspor yang sesuai dengan syariah 

dapat digunakan dalam beberapa bentuk. 

1. Akad wakalah bi al-ujrah, dengan ketentuan; 

a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor 

b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(issuing bank), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah 

dikurangi ujrah; 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, nukan dalam bentuk persentase. 

2. Akad wakalah bi al-ujrah dan qardh, dengan ketentuan; 

a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; 

b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(issuing bank) 

c. Bank memberikan dana talangan (qard) kepada nasabah eksportir 

sebesar harga barang ekspor; 

d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk persentase; 

e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan 

dalam akad; 

f. Antara akad wakalah bi al-ujrah dan akad qard, tidak dibolehkan 

adanya keterkaitan (ta’alluq). 
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3. Akad wakalah bi al-ujrah dan mudarabah, dengan ketentuan; 

a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh data yang dibutuhkan 

dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; 

b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; 

c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank L/C (issuing 

bank); 

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat 

dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance); 

e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakn 

untuk; pembayaran ujrah, pengembalian dana mudarabah, dan 

pembayran bagi hasil. 

f. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal, bukan dalam bentuk persentase. 

4. Akad musyarakah, dengan ketentuan; 

a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan 

dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir; 

b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor; 

c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(issuing bank); 

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat 

dokumen diterima (sight) atau pada saat jatuh tempo (usance); 

e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan 

untuk; pengembalian dana musharakah dan pembayaran bagi hasil. 
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5. Akad al-Bai‟ (Jual Beli) dan wakalah, dengan ketentuan; 

a. Bank membeli barang dari eksportir; 

b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir; 

c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada 

importir; 

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (issung bank) dapat dilakukan 

pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo.
48

 

Ketentuan Penutup: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 

Ketentuan Penutup: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
49

 

  

                                                             
48

 Ibid., h. 196-207 
49

 Ibid., h. 184-195. 
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C. Akad-Akad dalam Fatwa DSN-MUI  

1. Akad-Akad dalam Letter of Credit Impor Syariah
50

 

a) Akad Wakalah bil Ujrah 

Skema Operasional 

8                             7 

 

       5 

9       3     6a      5a 

       1 

2         6 

Keterangan skema operasional L/C Impor Syariah: 

1) Negosiasi Harga Jual Beli. 

2) Pembeli (Importir) harus memiliki dana pada bank sebesar harga 

pembayaran barang yang diimpor.  

3) Pembeli (importir) mengajukan L/C. 

4) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

5) L/C ditunjukkan kepada bank penerus, bank penerus meneruskan 

L/C ke penjual (Eksportir). 

6) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada bank penerus (Advising Bank). 

7) Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank 

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing Bank. 

8) Bank penerbit (Issuing Bank) meneliti keabsahan dokumen dan 

kesesuaiannya dengan isi perjanjian, setelah dinyatakan sah maka 

Issuing Bank melakukan pembayaran melalui Advising Bank. 

9) Importir dan Bank penerbit melakukan akad Wakalah bil Ujrah 

untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Dan besar 

Ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal bukan dalam bentuk persentase. 

                                                             
50

 Siti Nurbaya, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Nomor 34 dan 35 tentang Letter of Credit (L/C) Impor-Ekspor di Bank Syariah”, 

Skripi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011, h. 67-76. 

Bank Penerus 

(Advising Bank) 

Bank Penerbit L/C 

(Issuing Bank) 

Penjual 

(Eksportir) 

Pembeli 

(Importir) 



 
 

67 
 

 
 

b) Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh 

Skema Operasional 

     4 & 5 & 8                      7 

 

        

        3     6a       

       1 

2         6 

Keterangan skema operasional L/C Impor Syariah: 

1) Negosiasi Harga Jual Beli. 

2) Pembeli (Importir) harus memiliki dana cukup untuk pembayaran 

barang yang diimpor.  

3) Pembeli (importir) mengajukan L/C. 

4) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

5) Importir dan bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar Ujrah harus 

disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan 

dalam bentuk persentase. 

6) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada bank penerus (Advising Bank). 

7) Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank 

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing Bank. 

8) Bank penerbit (Issuing Bank) memberikan dana talangan (Qardh) 

kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. 
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c) Akad Murabahah 

Skema Operasional 

 4 & 5 & 6 & 10                 8 

 

    8 & 9 

       3     7a      9a 

       1 

2         7 

Keterangan skema operasional L/C Impor Syariah: 

1) Negosiasi Harga Jual Beli. 

2) Pembeli (Importir) harus memiliki dana cukup untuk pembayaran 

barang yang diimpor.  

3) Pembeli (importir) mengajukan L/C. 

4) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

5) Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir 

untuk melakukan transaksi kepada  eksportir. 

6) Importir dan bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar Ujrah harus 

disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan 

dalam bentuk persentase. 

7) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada bank penerus (Advising Bank). 

8) Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank 

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing Bank. 

9) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat 

dokumen diterma (at sight) atau tangguh sampai jatuh tempo 

(usance). 

10) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir baik 

dengan pembayaran tunai maupun cicilan. 

11) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan 

sebagai harga perolehan barang.  
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d) Akad Salam / Istisna’ dan Murabahah 

Skema Operasional 

 4 & 5 & 6 & 11                9 

 

   9 & 10 

 3     2     8a       

       1 

         8 

Keterangan skema operasional L/C Impor Syariah: 

1) Negosiasi Harga Jual Beli. 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C. 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

4) Bank melakukan akad Salam / Istisna’ dengan mewakilkan kepada 

importir untuk melakukan transaksi tersebut. 

5) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank 

(Wakalah bil Ujrah). 

6) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan 

sebagai harga perolehan barang 

7) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada bank penerus (Advising Bank). 

8) Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank 

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing Bank. 

9) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat 

dokumen diterma (at sight) atau tangguh sampai jatuh tempo 

(usance). 

10) Bank menjual barang secara murabahah kepada importir baik 

dengan pembayaran tunai maupun cicilan. 

11) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan 

sebagai harga perolehan barang.  
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e) Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah 

Skema Operasional 

     4 & 7 & 8                      6 

 

     8a 

 3     2     5a     8b  

       1 

                   5 

Keterangan skema operasional L/C Impor Syariah: 

1) Negosiasi Harga Jual Beli. 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C. 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

4) Nasabah melakukan akad Wakalah bil Ujrah kepada bank untuk 

pengurusan dokumen dan pembayaran. 

5) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada bank penerus (Advising Bank). 

6) Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank 

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing Bank. 

7) Bank dan importir melakukan akad Mudharabah dimana bank 

bertindak selaku Shahibul Mal menyerahkan modal kepada importir 

sebesar harga barang yang diimpor 

8) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat 

dokumen diterma (at sight) atau tangguh sampai jatuh tempo 

(usance). Besar Ujrah disepakati di awal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.  
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f) Akad Musyarakah 

Skema Operasional 

      4                           6 

 

     7 

 3     2     5a     7a  

       1 

                    5 

Keterangan skema operasional L/C Impor Syariah: 

1) Negosiasi Harga Jual Beli. 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C. 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila bank 

setuju pembeli wajib setor jaminan. 

4) Bank dan importir melakukan akad Musyarakah dimana keduanya 

menyerahkan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. 

5) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen 

pengiriman barang kepada bank penerus (Advising Bank). 

6) Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai bank 

penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada Issuing Bank. 

7) Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat 

dokumen diterima atau tangguh sampai jatuh tempo.  
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2. Akad-Akad dalam Letter of Credit Ekspor Syariah
51

 

 

a) Wakalah bil Ujrah 

Skema Operasional 

3                             7 

 

       4 

    2     6        5 

       1 

         5 

Keterangan Skema Operaional L/C EksporSyariah: 

1) Negosiasi harga jual beli 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila bank setuju 

pembeli wajib setor jaminan. 

4) L/C ditujukan kepada bank penerus, bank penerus meneruskan L/C 

ke penjual (ekspor). 

5) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen-

dokumen pengiriman barang kepada penerus. 

6) Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-

dokumen ekspor. 

7) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(Issuing Bank) selanjutnya dibayarkan kepada eksportir. Besar Ujrah 

harus disepakati diawaldan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan 

dalam bentuk persentase. 
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b) Wakalah bil Ujrah dan Qardh 

Skema Operasional 

3                             7   6 

      8 

       4 

    2                5       4 

       1 

         5 

Keterangan Skema Operaional L/C EksporSyariah: 

1) Negosiasi harga jual beli 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila bank setuju 

pembeli wajib setor jaminan. 

4) L/C ditujukan kepada bank penerus, bank penerus meneruskan L/C 

ke penjual (ekspor). 

5) Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen-

dokumen pengiriman barang kepada penerus. 

6) Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-

dokumen ekspor. 

7) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(Issuing Bank). 

8)  Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada penjual (eksportir) 

sebesar harga barang ekspor. Besar Ujrah harus disepakati 

diawaldan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk 

persentase. Pembayaran Ujrah dapat diambil di dana talangan sesuai 

kesepakatan dalam akad. Anatan akad Wakalah bil Ujrah dan akad 

Qardh, tidak boleh ada keterkaitan. 
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c) Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah 

Skema Operasional 

3                             7   6 

       

       4 

      2          6 &5                4a 

       1 

Keterangan Skema Operaional L/C EksporSyariah: 

1) Negosiasi harga jual beli 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila bank setuju 

pembeli wajib setor jaminan. 

4) L/C ditujukan kepada bank penerus, bank penerus meneruskan L/C 

ke penjual (ekspor). 

5) Bank penerus (Advising Bank) memberikan kepada eksportir seluruh 

dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang 

dipesan oleh importir.. 

6) Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-

dokumen ekspor. 

7) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(Issuing Bank). 

8) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat 

dokumen diterma (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 

9) Pembayaran dari bank penerbit L/C (Issuing Bank) dapat dilakukan 

untuk: 

 Pembayaran Ujrah 

 Pengembalian dana Mudharabah 

 Pembayaran bagi hasil  

 Besar Ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. 
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d) Musyarakah 

Skema Operasional 

3                         7 & 8  6 

       

       4 

      2          5 & 6                 4a 

        

       1 

Keterangan Skema Operaional L/C EksporSyariah: 

1) Negosiasi harga jual beli 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila bank setuju 

pembeli wajib setor jaminan. 

4) L/C ditujukan kepada bank penerus, bank penerus meneruskan L/C 

ke penjual (ekspor). 

5) Bank penerus (Advising Bank) memberikan kepada eksportir seluruh 

dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang 

dipesan oleh importir.. 

6) Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-

dokumen ekspor. 

7) Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C 

(Issuing Bank). 

8) Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat 

dokumen diterma (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 

9) Pembayaran dari bank penerbit L/C (Issuing Bank) dapat dilakukan 

untuk: 

 Pembayaran Ujrah 

 Pengembalian dana Musyarakah 

 Pembayaran bagi hasil  

 Besar Ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam 
bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. 
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e) Al-Bai’ (Jual beli)  / Wakalah  

Skema Operasional 

3                       6 &7 & 8  6 

       

       4 

      2                         5         4a 

       1       

Keterangan Skema Operaional L/C EksporSyariah: 

1) Negosiasi harga jual beli 

2) Pembeli (importir) mengajukan L/C 

3) Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila bank setuju 

pembeli wajib setor jaminan. 

4) L/C ditujukan kepada bank penerus, bank penerus meneruskan L/C 

ke penjual (ekspor). 

5) Bank penerus (Advising Bank) membeli barang dari eksportir. 

6) Bank penerus menjual barang kepada importir yang diwakili 

eksportir. 

7) Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada 

importir. 

8) Pembayaran oleh bank penerbit L/C (Issuing Bank) dapat dilakukan 

pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo 

(usance). 

Berikut penjelasan penerapan akad wakalah dan akad lainnya pada jenis 

sight L/C maupun usance L/C.
52

 

1) Sight Letter of Credit (Sight L/C) 

a) Dengan Marginal Deposit 100% 

Dalam kaitan nasabah memerlukan pembukaan sight L/C dari bank 

untuk keperluan impor barang dan keperluan tersebut nasabah 

memberikan setoran jaminan sebesar 100% dari nominal L/C (full 

cover), maka pada saat dokumen L/C datang, bank membebankan 

pembayaran L/C kepada setoran jaminan nasabah yang bersangkutan. 

Terhadap kegiatan bank membuka dan menerbitkan L/C untuk 

kepentingan nasabah tersebut berdasarkan prinsip wakalah bil ujrah, 

bank memperoleh fee (ujrah) dan biaya administrasi dari nasabah. 

                                                             
52

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 200-202. 
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b) Tanpa Marginal Deposit atau dengan Deposit Kurang dari 100% 

Apabila nasabah tidak dapat menyediakan marginal deposit atau 

marginal deposit kurang dari  100% nominal L/C, maka transaksi 

pembukaan sight L/C dengan prinsip wakalah ini disertai dengan 

penandatanganan akad fasilitas pembiayaan (standby fasilitas 

pembiayaan), untuk menjaga kemungkinan nasabah tidak dapat 

melunasi kewajibannya pada saat dokumen tiba. 

 

Fasiltas pembiayaan oleh bank tersebut di atas dapat dilakukan dengan 

prinsip-prinsip yang berlaku, antara lain sebagai berikut. 

 Musyarakah, apabila pembayaran barang impor ditanggung bersama oleh 
Nasabah dan Bank. Pendapatan bank diperoleh dari bagi hasil 

pembiayaan secara musyarakah lebih tepat dilakukan terhadap nasabah-

nasabah dengan setoran jaminan kurang dari 100%. 

 Mudharabah, apabila pembayaran barang impor seluruhnya dilakukan 

oleh bank. Pendapatan bank diperoleh dari margin keuntungan. 

 Salam dan istisna’, apabila barang yang diimpor dilakukan berdasarkan 
akad jual beli barang pesanan antara nasabah dan bank. Pendapatan bank 

diperoleh dari margin keuntungan, 

 Ijarah muntahiayh bit tamlik, apabila barang yang diimpor dibayarkan 
seluruhnya oleh bank,sehingga status kepemilikan barang adalah milik 

bank. Kemudian barang tersebut disewakan kepada nasabah dengan hak 

opsi beli bagi nasabah. Pendapatan bank diperoleh dari ujrah dan margin 

keuntungan dari jual beli ketika hak opsi bagi nasabah dilaksanakan. 

Pendapatan bank tersebut ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku 

bagi masing-masing akad pembiayaan tersebut. 

 

2) Usance Letter of Credit (Usance L/C) 

Apabila pada saat wesel jatuh tempo dan nasabah dapat membayarnya 

maka atas transaksi usance L/C ini tetap berlaku prinsip wakalah. Untuk 

menjaga kemungkinan nasabah  tidak dapat melunasi pada saat dokumen 

tiba, maka pembukaan usance L/C dilakukan dengan prinsip wakalah dan 

sebaiknya disertai dengan penandatanganan akad fasilitas pembiayaan L/C 

dan atau fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan oleh bank tersebut 

dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu musyarakah, 

mudharabah, murabahah, salam atau istishna’ yang didudukkan dalam 

akad pembiayaan tersendiri antara bank dengan nasabah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Dalam akad pembiayaan tersebut, dijelaskan bahwa pemberian fasilitas 

pembiayaan kepada nasabah diberikan dalam rangka pembukaan L/C impor yang 

bersangkutan. Pendapatan bank dipungut sesuai dengan tarif yang berlaku bagi 

masing-masing akad pembiayaan tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Aplikasi Akad yang sesuai dengan L/C Syariah 

Berdasarkan  penjelasan dalam bab 2 bahwa dalam bank konvensional, 

Letter of Credit (selanjutnya disebut L/C) dimasukkan sebagai non-cash loan dan 

disebut sebagai fee-based income atau penerimaan yang berasal dari pemberian 

jasa non-pembiayaan atau investasi dan dalam bank syariah, L/C juga dimasukkan 

sebagai jasa, yaitu pelayanan jasa bank. Tetapi dalam aplikasinya L/C tidak hanya 

sebagai pelayanan jasa, L/C juga dapat berubah menjadi produk pembiayaan, 

yaitu kredit biasa. 

Perubahan L/C khususnya L/C impor dari pelayanan jasa menjadi 

produk pembiayaan bank, disebabkan karena dua kemungkinan penyelesaian 

kewajiban dalam L/C, yaitu sebagai berikut: 

1. Kemungkinan pertama, importir membayar lunas tepat waktu kepada bank 

penerbit, dalam hal ini kemudian agunan tambahan dikembalikan kepada 

pembeli dan proses L/C selesai. 

2. Kemungkinan kedua, importir (pembeli) tidak dapat membayar tepat 

waktu kepada bank penerbit (jatuh tempo), maka berubah menjadi 

pembiayaan bank. 

Kalau dilihat dari kedua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam 

L/C tersebut, maka kemungkinan pertama merupakan bentuk L/C yang 

sesungguhnya, yaitu pelayanan jasa. Di sini bank memberikan jasa kepada 

importir dan akan memperoleh fee dari jasa yang ditawarkan tersebut. Sedangkan 
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kemungkinan kedua merupakan bentuk L/C yang telah berubah menjadi produk 

pembiayaan. Disini bank tidak memperoleh fee tapi akan memperoleh keuntungan 

dari pembiayaan yang ditawarkan. 

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/2002 tentang Letter of 

Credit Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 35/DSN-MUI/2002 tentang 

Letter of Credit Ekspor Syariah yang dijelaskan dalam bab 3 ada beberapa akad 

dalam pelaksanaan penerbitan L/C Impor Syariah yaitu akad wakalah bil ujrah, 

qardh, murabahah, salam/Istisha’, mudharabah, musyarakah, dan hawalah, 

sedangkan akad dalam pelaksanaan penerbitan L/C Ekspor Syarih yaitu wakalah 

bil ujrah, qardh, mudharabah, musyarakah, serta al bai’. 

Dari beberapa akad L/C syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI 

tepatnya hanya ada dua akad yang sesuai dengan esensi dari terbentuknya Letter 

of Credit (Surat Kredit berdokumenter), yaitu akad wakalah bi al-ujrah dan akad 

murabahah. 

Wakalah bi al-ujrah berarti perwakilan dengan upah atau jasa dengan 

imbalan. Perwakilan merupakan penjualan jasa, yang mana satu pihak 

mewakilkan pada pihak lain dengan memberikan pihak lain tersebut upah sebagai 

konsekuensi dari jasa yang diberikannya. Wakil adalah yang mendapatkan 

kepercayaan dari yang mewakilkan. Dalam hal ini pihak bank menjadi wakil dari 

nasabah yang akan melaksanakan transaksi impor atau ekspor dengan upah 

sebagai imbalan jasa yangdiberikan oleh bank. 

Mengenai fee / ujrah / upah ini seperti yang diungkapkan Imam Malik 

pada Bab II bahwa, upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan. Artinya 
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standar pembelian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau 

sesuai dengan kepayahannya (ujah bi miqdar ma ‘alaja), bukan berpatokan pada 

harga keuntungan dari suatu komoditi (barang). Sedangkan masalah untung dan 

rugi merupakan tanggungan pemilik / tuan modal. 

Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan 

tertentu. Bentuknya adalah si penjual menjual suatu produk dengan 

memberitahukan kepada si pembeli modal yang dikeluarkannya untuk 

mendapatkan produk, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan 

mengambil keuntungan. Untuk wakalah objeknya adalah melakukan pekerjaan. 

Sedangkan untuk akad jual beli murabahah objeknya adalah benda, bukan 

manfaat benda atau melakukan pekerjaan.  

Dalam bank syariah, akad wakalah bi al ujrah dapat digunakan sebagai 

perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan 

pertama diatas. Nasabah dalam hal ini menunjuk bank sebagai wakil dalam hal 

pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor hingga urusan pembayaran 

kepada beneficiary  (penerima L/C). Secara sederhana prinsip ini dapat terlaksana 

apabila nasabah memiliki dana cukup dan membayar lunas tepat waktu sehingga 

proses L/C selesai dan bank memperoleh fee atau ujrah (upah) yang sudah 

disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan dinyatakan dalam bentuk nominal 

bukan dalam bentuk persentase. Artinya ada kejelasan upah atau keuntungan yang 

diperoleh bank melalui akad wakalah bi al ujrah. Sedang  fee yang diperoleh bank 

syariah, merujuk dari pendapat Imam Malik diatas, fee tidak berkaitan dengan 
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keuntungan komoditi yang diimpor. Fee yang diperoleh bank harus disesuaikan 

dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan. 

Dengan menggunakan akad wakalah bi al ujrah, bank harus 

memperhatikan rukun dan syarat akad yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam 

bab 2 sebelumnya. Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta 

uang muka („urbun) dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari 

nasabah. „urbun tersebut harus diperhitungkan berdasarkan harga barang. Saat 

proses pembayaran telah lunas, jaminan (agunan) harus dikembalikan kepada 

nasabah, maka proses L/C selesai. 

Sedangkan akad murabahah dapat digunakan oleh bank syariah sebagai 

perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan kedua 

diatas. Akad murabahah dapat digunakan untuk nasabah yang tidak mempunyai 

cukup dana. Dalam akad ini bank syariah bertindak selaku pembeli yang 

mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan ekportir. Dalam 

hal ini pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen 

diterima dan / atau tangguh sampai dengan jatuh tempo. Selanjutnya bank menjual 

barang secara murabahah kepada importir, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 

Jaminan juga diperlukan dalam akad murabahah untuk memperkecil 

risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam 

menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Sedangkan 

keuntungan L/C dalam akad murabahah harus disepakati bersama, yaitu harga 

barang ditambah dengan keuntungan, besar keuntungan dapat dinyatakan dalam 
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nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian 

barang. Jika pembayaran telah lunas dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana 

yang telah disepakati sebelumnya (saat terjadinya akad), jaminan harus 

dikembalikan kepada nasabah dan selanjutnya proses L/C dianggap selesai. 

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas  maka akad 

wakalah bi al-ujrah dan murabahah lebih sesuai dengan esensi dari terbentuknya 

Letter of Credit. Tetapi walaupun demikian akad-akad L/C impor syariah dan L/C 

ekspor syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI menunjukkan bahwa dengan 

adanya akad-akad tersebut bank syariah dapat memberikan lebih banyak opsi 

kepada nasabah karena dengan beragamnya akad dalam penerbitan Letter of 

Credit  nasabah bisa memilih akad yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi 

ekspor-impor dengan perantara bank syariah sebagai pembuka Letter of Credit.  

B. Perbedaan Letter of Credit Syariah dan Konvensional 

1) Dalam pelaksanaan Letter of Credit pada bank konvensional bank hanya 

sebagai perantara jasa bagi eksportir dan importir, sedangkan dalam 

pelaksanaan Letter of Credit pada bank syariah akad yang digunakan 

bukan hanya sekedar jasa tapi juga melakukan akad bagi hasil dan jual beli 

bagi eksportir dan importir.  

2) Dalam penetapan Upah atau Ujrah bank konvensional berdasarkan 

persentase yang sedikit banyak di dalam bank konvensional adalah riba 

baik dalam pelaksanaan letter of credit sebagai jasa maupun kredit biasa, 

sedangkan dalam bank syariah penetapan upah atau Ujrah ditetapkan 

diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase. 
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C. Persamaan Letter of Credit Syariah dan Konvensional 

Persamaan bank konvensional dan syariah selain membantu kelancaran 

nasabah sebagai bank pembuka Letter of Credit dalam bertransaksi ekspor impor, 

adalah pelaksanaan Letter of Credit yang dalam penyelesaiannya selain menjadi 

pelayanan jasa bisa juga beralih menjadi kredit biasa di mana bank tidak 

mendapatkan fee tetapi bank mendapatkan profit margin dari transaksi yang 

dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengeluarkan fatwa tentang Letter of Credit Impor dan Ekspor 

Syariah dengan Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 dan Nomor 35/DSN-

MUI/IX/2002 pada tanggal  14 September 2002 yang menegaskan 

bahwasannya Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat 

pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh 

Bank untuk kepentingan Importir  dengan pemenuhan persyaratan 

tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dengan akad yang dapat 

digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah: Wakalah bil Ujrah, 

Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Murabahah, Salam atau Istishna 

dan Murabahah, Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, Musyarakah 

dan Wakalah bil Ujrah dan Hawalah. 

 Sedangkan Letter of Credit Ekspor Syariah adalah surat 

pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh 

bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan 

persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dan akad yang 

dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor Syariah adalah 
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Wakalah bil ujrah, Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Wakalah bil 

Ujrah dengan Mudharabah, Musyarakah dan Ba’i dan Wakalah. 

2. Sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli 

perdagangan internasional, dan dilihat dari proses terjadinya L/C 

sendiri, mengingat pembukaan L/C juga terjadi karena adanya jual beli 

antarnegara, maka aplikasi dalam bank syariah tepatnya hanya ada dua 

akad yang sesuai dengan esensi terbentuknya Letter of Credit (Surat 

Kredit berdokumenter), yaitu akad wakalah bi al-ujrah dan akad 

murabahah. Tetapi walaupun demikian akad-akad L/C impor syariah 

dan L/C ekspor syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI menunjukkan 

bahwa dengan adanya akad-akad tersebut bank syariah dapat 

memberikan lebih banyak opsi kepada nasabah karena dengan 

beragamnya dalam Letter of Credit  nasabah bisa memilih akad yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi ekspor-impor dengan 

perantara bank syariah sebagai pembuka Letter of Credit. 
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B. Saran  

 Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan pesan moral 

kepada pihak-pihak sebagai berikut:   

1. Letter Of Credit merupakan Produk Perbankan yang tidak hanya ada 

pada bank Konvensional, tapi juga ada dalam Perbankan Syari‟ah, Oleh 

karena itu marilah kita gunakan dan utamakan produk – produk 

perbankan yang berbasis Syari‟ah sehingga kita tidak perlu ragu dan 

selalu nyaman dalam bertransaksi. 

2. Kepada para pecinta ilmu semoga tulisan ini memberi informasi yang 

positif dan kontributif dalam rangka lebih memahami hukum bisnis 

Islam. 
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